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Kata Kunci : Penetapan Harga, Undang-Undang Perdagangan,
Siyasah

Penetapan harga atau dalam istilah fikih siyasah disebut dengan tas’ir
merupakan salah satu permasalahan yang penting dalam konteks pemerintahan,
yaitu untuk agar harga-harga tetap stabil. Pemerintah Indonesia sudah
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan
salah satu materi pasal menyebutkan tentang penentuan harga melalui
standarisasi harga. Untuk itu, yang ingin dikaji dalam permasalahan ini ialah
bagaimana mekanisme penetapan harga yang dilakukan pemerintah dalam UU
No 7 tahun 2014?, dan nagaimana tinjauan siyasah syar’iyyah terhadap
penetapan harga tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan
kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif-analisis. Hasil penelitian ini adalah
mekanisme penetapan harga oleh pemerintah dalam UU Nomor 7 tahun 2014
tentang Perdagangan yaitu dilakukan pada saat ditemukan kondisi-kondisi
tertentu seperti praktik permainan harga, praktik penimbunan dan monopoli
sehingga membuat harga tidak stabil. Berdasarkan Pasal 26, pemerintah
berwenang dan berkewajiban menetapkan standarisasi harga pasar, yaitu dengan
mekanisme melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan. Konsekuensinya
adalah dapat menjaga stabilitas harga barang yang beredar di pasar, sehingga
tidak merugikan pihak masyarakat selaku produsen (pedagang) dan masyarakat
selaku konsumen. Penetapan harga yang dilakukan pemerintah dalam UU
Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sudah sesuai dengan siyasah
syar’iyyah atau politik Islam.
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab
ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya
dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata
Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman
Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai
berikut:

1. Konsonan
No. | Arab Latin Ket No. | Arab | Latin Ket
_ t dengan
1 \ Tidak 16 ] t titik di
dilambangkan
bawahnya
z dengan
2 < B 17 ] z titik di
bawahnya
3| T 18 | ¢ ‘
s dengan
4 < S titik di 19 £ gh
atasnya
5 d J 20 o f
h dengan
6 z h titik di 21 & q
bawahnya
7 & kh 22 d k
8 3 23 J |
9 3 V4 zdengan | 24 2 m

viii




titik di
atasnya
10 J 25 O n
11 J 26 3 w
12 o 27 ® h
13 | & sy 28 | ¢ ’
s dengan
14 | oe titik di 29 $ y
bawahnya
d dengan
15 | o= titik di
bawahnya
2. Konsonan

dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri

atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fathah a
Kasrah i
Dammah u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:




Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
¢ O Fathah dan ya Ai
5 o Fathah dan wau Au
Contoh:
«aS = kaifa,
Js»  =haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf
sl & Fathah dan alif atau ya A
oxe Kasrah dan ya I
5 Dammah dan wau U
Contoh:
J& = gala
<) =rama
J8 = gila
J35% = yagiilu

4. Ta Marbutah (3)
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.
a. Tamarbutah (3) hidup
Ta marbutah ( 3) yang hidup atau mendapat harkat fatkah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (3) mati



Ta marbutah ( 3) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( 3) diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka ta marbutah ( 3) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

Jak$ a3 : raudah al-agfal/ raudatul agfal
5254 &oual - al-Madinah al-Munawwarah/
al-Madinatul Munawwarah

FEGA : Talhah

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi,
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai
kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti

Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintahan  memiliki
wewenang tertentu. Kewenangan pemerintah merupakan kekuasan mempunyai
landasan untuk dapat mengambil tindakan ataupun perbuatan hukum supaya
tidak timbul akibat hukum yaitu kesewenang-wenangan (onwetmatig)." Di
antara bentuk wewenang pemerintah adalah pembatasan atau penetapan batas
harga yang ada di pasar, atau dalam istilah fikih siyasah disebut dengan zas 'ir.

Kebijakan penetapan harga atau ras’ir adalah upaya pembatasan harga
dalam jual beli barang terhadap satu komuditas barang dagang, dilakukan oleh
penguasa sehingga para penjual atau pedagang tidak boleh melewati dari harga
yang telah ditetapkan.? Dalam makna lain, penetapan harga ialah kebijakan
harga barang-barang yang hendak dijual-belikan tanpa menzalimi pemilik
(pedagang) dan tanpa memberatkan pembeli.® Jadi teori kebijakan penetapan
batas harga atau fas’ir di sini berupa intervensi atau turut campur pemerintah
mengendalikan harga barang yang beredar di pasaran, caranya dengan
menetapkan batasan harga bagi para pemilik barang untuk tidak meninggikan
harga barang yang boleh jadi akan memberatkan para konsumen.

Dalam perspektif siyasah Islam, pembatasan harga atau ras ‘iroleh pihak
otoritas negara atau pemerintah masih ditemukan beda pendapat para ulama.
Ada yang tidak membolehkan ada pula yang membolehkan. Pro dan kontra
hukum penetapan harga sebetulnya terjadi karena ada perbedaan cara pandang
para ulama yang barangkali dapat ditelusuri ke dalam dua aspek. Satu

'Aminuddin llmar, Hukum Tata Pemerintahan, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2018), him. 82.

’Abd al-Sami’ Ahmad Imam, Minhaj al-Thalib fi al-Mugaranah baina al-Mazhab,
(Terj: Yasir Maqgosid), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), him. 368.

%Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syaugina), Jilid 5, (Jakarta:
Republika, 2018), him, 53.



sisi,adanya perbedaan antara tekstual dalil yang melarang pembatasan harga
dengan kenyataan di mana para pedagang dapat merugi dari ketetapan
pemerintah itu. Di sisi lain, penetapan harga (¢asir) menjadi bagian dari usaha
dan keterlibatan dari pemerintah dalam mengendalikan harga barang yang boleh
jadi karena para pedagang justru secara semena-mena menetapkan harta yang
dapat memberatkan para pembeli.

Menurut kebanyakan para ulama (jumhur ulama mazhab), yaitu mazhab
Hanafi, al-Syafi’i dan mazhab Hanbali, pemerintah tidak boleh membatasi
harga.* Pendapat tersebut melihat adanya beberapa dalil yang konkrit yang
memberikan indikasi hukum bahwa pemerintah tidak boleh menetapkan harga
barang. Adapun dalil yang digunakan adalah QS. al-Nisa’ [4] ayat 29 yang
melarang memakan harta sesama dengan cara yang batil.

Sisi pendalilan ayat di atas oleh para ulama yang tidak setuju dengan
tas’ir menyatakan bahwa pemerintah tidak dapat menetapkan harga barang,
sebab hal tersebut sama halnya memakan harta orang lain dengan cara yang
batil. Pemerintah yang membatasi harga justru menjadikan para pedagang tidak
rela atas harga yang ditetapkan, dan boleh jadi akan merugikan para pedagang
itu sendiri. Dalil lainnya mengacu pada riwayat hadis riwayat Abu Dawudyang
artinya bahwa dari Anas bin Malik dan Qatadah, serta Humaid dari Anas, orang-
orang berkata; wahai Rasulullah, harta telah melonjang, maka tetapkanlah harga
untuk kami. Maka beliau berkata: sesungguhnya Allahlah yang menentukan
harga, yang menggenggam dan yang menghamparkan, dan pemberi rizqi .

Sisi pendalilan hadis di atas bahwa menurut jumhur ulama, menentukan
harga adalah sepenuhnya berada di tangan Allah Swt. Artinya, pemerintah tidak
berhak turut campur melakukan intervensi pembatasan harga yang dilakukan
oleh para pedagang, yang terpenting adalah sikap ridha dan rela pembeli tentang

harga yang sudah ditetapkan para pedagang. Jika memang pembeli tidak rela,

*Abd al-Sami’ Ahmad Imam, Minhaj..., him. 368.
*Abi Dawud, Sunan Abi Dawud, (Riyadh: Bait al-Afkar, 1420 H), him. 385.



maka tidak mesti membelinya, dan inilah konsekuensi yang berlaku dalam jual
beli. Di samping dalil naqgli di atas, jumhur ulama juga berdalil dengan aqliyah,
di mana manusia bebas menentukan harta mereka, tidak boleh sebagian mereka
dicekal untuk menggunakan harta miliknya, tidak boleh pula memaksa para
pedagang dengan harga yang ditetapkan oleh penguasa.®

Berbeda dengan pendapat jumhur ulama di atas, ulama mazhab Maliki
justru membolehkan pemerintah menetapkan kebijakan harga barang. Penguasa
(pemerintah) boleh menetapkan harga barang untuk mengendalikan harga pasar
sehingga tidak memberatkan para pembeli. Pandangan lainnya dikemukakan
oleh ulama kontemporer, salah satunya  Yusuf al-Qaradhawi. la
mengkompromikan dua silang pendapat tersebut dalam satu pendapat yang
boleh jadi menyerap kedua sisi yang berbeda tersebut. Bagi Yusuf al-Qaradhawi
penetapan harga sepenuhnya dikembalikan kepada pedagang dan ketetapan ini
menurutnya bagian dari cara mendapatkan keuntungan.” Hanya saja, Yusuf al-
Qaradhawi juga membenarkan bahwa pemerintah turut mempunyai wewenang
menetapkan harga (fas’ir) barang bila terdapat kesewenang-wenangan dan
memberatkan konsumen.® Pemerintah bisa untuk turun tangan sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang dipikulnya untuk mengatur permasalahan
harga.’

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tinjauah fikih siyasah
tentang penetapan harga oleh pemerintah masih diperselisinkan oleh para ulama.
Jalan tengah pertentangan tersebut melihat kepada kondisi adanya

kesewenangan yang terjadi, sehingga pemerintah berhak menetapkan harga dan

®Abd al-Sami’ Ahmad Imam, Minhaj..., him. 369-370.

"Yusuf al-Qaradawi, Hadi al-Islam Fatawa Mu asirah, (Terjemahan: As’ad Yasin),
Jilid 2, Cet. 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), him. 620.

®Yusuf al-Qaradawi, al-Halal wa al-Haram fi al-lslam, (Terjemahan: M. Tatam
Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), him. 338.

®Yusuf al-Qaradawi, Hadi..., him. 620.



pemerintah di sini memiliki otoritas/kewenangan untuk menetapkan harga
barang.

Di Indonesia, harga komoditas pangan bergerak naik atau turun. Jika
harga pangan naik, maka konsumen dibuat pusing, sedangkan ketika harga
turun, para produsen, yakni petani atau peternak, atau pedagang lainnya akan
terancam rugi. Di sisi lain, fluktuasi harga pangan dan barang di pasar membuat
inflasi menjadi tinggi dan mempengaruhi daya beli masyarakat. Maka
pemerintah bisa membuat kebijakan dan menetapkan harga batas atas (ceiling
price) dan harga batas bawah (floor price) untuk harga jual eceran di pasar.*

Pemerintah dalam hal ini menteri perdagangan bisa mengintervensi
harga yang ada di pasar. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perdagangan, yaitu Pasal 26 yang bunyinya dalam kondisi tertentu yang
dapat menganggu kegiatan Perdagangan nasional, pemerintah berkewajiban
menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang
penting. Jaminan pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan
barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga
keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan
produsen. Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan
pokok dan barang penting, menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan
stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor.'* disebutkan bahwa
menteri dapat menetapkan kebijakan harga dalam rangka menjaga stabilitas
harga di pasar. Dalam penjelasan pasal ini, dikemukakan bahwa yang dimaksud
dengan penetapan kebijakan harga adalah pedoman Pemerintah dalam
menetapkan harga di tingkat produsen dan harga di tingkat konsumen.

Berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2020, dalam menjaga stabilitas

harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan kebutuhan penting,

“Diakses melalui: https://industri.kontan.co.id/news/penetapan-harga-pangan-sulit-
terealisasi, tanggal 4 Maret 2020.

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.



Kementrian Perdaganan berwenang dalam menetapkan kebijakan harga.
Penetapan kebijakan harga tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 tentang harga acuan pembelian di
tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen yang dilakukan
untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi
pendapatan produsen dengan cara mempertimbangkan struktur biaya yang
wajar.

Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan dengan pertimbangan, biaya bahan, tenaga kerja, sewa lahan,
keuntung dan/atau pertimbangan lain berdasarkan karakteristik barang
kebutuhan pokok.

Dijelaskan pula dalam pasal 2 ayat 3 yaitu Harga Acuan Penjualan di
tingkat Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan
pertimbangan: biaya perolehan, biaya transportasi dan distribusi, biaya retribusi,
keuntungan, dan/atau pertimbangan lain berdasarkan karakteristik barang
kebutuhan pokok.*?

Untuk menjaga pasokan kebutuhan pokok dan kebutuhan penting Mentri
Perdagangan mempercepat izin impor untuk menambah pasokan didalam negri
agar pasokan kebutuhan pokok dan kebtuhan penting didalam negeri tetap
terjamin, Kementrian Perdagangan telah mengeluarkan peraturan mentri
perdagangan Nomor 27 Tahun 2020. Didalam Peraturan Ini komoditas bawang
putih dan bawang bombai tidak lagi memerluk persetujuan impor dan laporan
surveyardalam proses importasi.

Selain itu ada juga yang tidak diperbolehkan dalam penetapan harga,
menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, yaitu pasal 5 ayat (1) disebutkan

bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha

2Diakses melalui: https://jdih.kemendag.co.id/peraturan, tanggal 10 februari 2020



pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus
dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.**
Berdasarkan uraian di atas, saat diketahui bahwa pemerintah dalam hal
ini adalah menteri perdagangan bisa mengintervensi dan mempunyai
kewenangan di dalam menetapkan harga barang. Untuk itu, penulis tertarik
untuk meneliti lebih jauh tentang penetapan harga barang oleh pemerintah
tersebut, menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan
Barang penting. dan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen
dan melindungi pendapatan produsen. Adapun judul yang diangkat dalam
penelitian ini ialah Prosedur Penetapan Harga oleh Pemerintah dalam Undang-

Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan: Analisis Perspektif Siyasah.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa

masalah penting yang hendak didalami dalam penelitian ini. Adapun pertanyaan

yang diajukan adalah:

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga yang dilakukan pemerintah dalam
UU No 7 tahun 2014?

2. Bagaimana urgensi dan konsekuensi dari penetapan harga yang dilakukan
oleh pemerintah?

3. Bagaimana tinjauan siyasah syar’iyyah atas penetapan harga yang dilakukan
pemerintah dalam UU No 7 tahun 20147

C. Tujuan Penelitian
Berpijak pada rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini
adalah:
1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh yang
dilakukan oleh pemerintah dalam UU No 7 tahun 2014.

BRepublik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, pasal 5 ayat (1).



2. Untuk mengetahui urgensi dan konsekuensi dari penetapan harga yang
dilakukan oleh pemerintah.
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah syar’iyyah atas penetapan harga yang
dilakukan pemerintah dalam UU No 7 tahun 2014.

D. Penjelasan Istilah

Penelitian ini memiliki beberapa istilah penting yang mestidikemukakan,
yaitu penetapan harga, perdagangan dan pemerintah. tiga istilah tersebut penting
dijelaskan dengan tujuan, prosedur dan maksud agar tidak terjadi kesalahan
dalam memahami istilah yang dimaksud. Masing-masing dapat dikemukakan
dalam poin-poin sebagai berikut:
1. Penetapan Harga

Penetapan harga yaitu upaya pembatasan harga dalam jual beli barang
terhadap satu komuditas barang dagang, dilakukan oleh penguasa sehingga para
penjual atau pedagang tidak boleh melewati dari harga yang telah ditetapkan
oleh pemerintah tersebut.** Jadi, yang dimaksud dengan zas’i~ di sini ialah
pemerintah ikut serta dalam menentukan harga pasar terhadap komuditas barang
tertentu dengan tujuan agar penjual atau pedagang tidak menaikkan harga yang
sudah ditetapkan.
2. Pemerintah

Menurut Sumaryadi pemerintah merupakan orang yang memiliki
kekuasaan, atau pihak atau orang yang secara hukum telah dikuasakan baginya
berupa hak yang kemudian ia memiliki wewenang untuk mengatur segala sesuai
yang berada di bawah.™ Berdasarkan makna tersebut, maka yang dimaksudkan
dengan istilah pemerintah adalah setiap unsur atau lembaga yang masuk di
dalam jajaran pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

3. Perdagangan

Y“Abd al-Sami’ Ahmad Imam, Minhaj al-Thalib fi al-Mugaranah baina al-Mazhab,
(Terj: Yasir Maqgosid), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), him. 368.

>Rahyunir Rauf, “Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi
Perangkat Kecamatan”, Jurnal, Vol. 11l Nomor 1 April 2017, him. 224.



Perdagangan adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau
pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu tertentu
dengan maksud memperoleh keuntungan.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian ini, penulis
melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, dan belum ditemukan
kajian yang secara khusus mengkaji Prosedur Penetapan Harga oleh Pemerintah
Menurut UU. No. 7/2014 Tentang Perdagangan: Analisis Perspektif Siyasah.
Hanya saja, ditemukan beberapa penelitian yang relavan dengan Kkajian
penelitian skripsi ini, di antaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Aris Rahmaddillah, Mahasiswa Fakultas Syari’ah
dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh pada Tahun
2018, dengan Judul: “Mark UP Penjualan Harga Tiket Bus pada Loket
Terminal Batoh dalam Perspektif Tas’ir Al-Jabari (Studi tentang Penyimpa-
ngan Harga dari Ketetapan Organda Banda Ace/) ”.Dalam penelitian skripsi
ini penulis menggunakan metode penilitian deskriptif analisis, dengan
pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian harga tiket yang dijual diloket
terminal Batoh pada menjelang hari raya Islam memang mengalami kenaikan
harga (mark up) yang tidak ada persetujuan dari Organda dan Kementerian
Perhubungan. sehingga perlu dari pihak Kementerian Perhubungan,
melakukan pengawasan (tas 'ir al-jabari) terhadap loket terminal Batoh pada
saat menjelang hari raya Islam. Dari paparan diatas dapat disimpulkan
bahwa, penetapan harga tiket yang dijual diloket Terminal Batoh berdasarkan
pengajuan dan pertimbangan oleh pihak perusahaan dan disetujui oleh
Organda dan Kementerian Perhubungan. Kenaikan harga (Mark Up) yang
dilakukan oleh perusahaan bus menjelang hari raya Islam tidak ada

persetujuan oleh Organda dan Kementerian Perhubungan. Maka pengawasan



pemerintah (7as’ir Al-Jabari) yang dilakukan oleh pihak Kementerian
Perhubungan sangat diperlukan oleh masyarakat.®

2. Skripsi yang ditulis oleh Maya Ananda, Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan
Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam—Banda Aceh pada Tahun
2017, dengan Judul: “Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap
Equilibrium Price dalam Mekanisme Pasar Menurut Perspektif Tas’ir Al-
Jabari”. Peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, sedangkan teknik
pengumpulan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dan data
sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian
dapat diketahui, Peran pemerintah dalam menstabilkan harga pasar hanya
sebatas pengamatan harga yang berlaku di pasar dan monitoring
pendistribusian barang, dengan pencatatan dan penambahan jumlah
ketersediaan barang serta pengawasan dari tindakan pedagang yang
melanggar aturan. Pemerintah tidak melakukan intervensi harga. Apabila
sudah mendapatkan keadaan pasar yang tidak stabil dan harga makanan
pokok sangat mahal, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan langsung
melakukan antisipasi berupa pasar murah dengan mensubsidi harganya. Dari
paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, responsibilitas dan profesionalisme
yang dilakukan pemerintah kota Banda Aceh dalam menetralisir harga pasar
sedikit banyaknya sudah berhasil dan sesuai dengan konsep tas‘ir al-jabari
karena semua yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan demi kemaslahatan
masyarakat.'’

3. Sahnaz Kartika, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
pada Tahun 2018, dengan Judul: “Kewenangan Negara Menetapkan Biaya

Top Up Dalam Perspektif Sayyid Sabiq (Studi Kasus Terhadap Top UpE-

®Diakses melalui: https:/petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/view/51, tanggal
17 Agustus 2021.

"Diakses melalui: https:/repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/832/, tanggal 17 Agustus
2021.
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Money Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Setia Budi-Medan)”.Tipe
penelitian yang digunakan ialah yuridis-empiris, dengan pendekatan masalah
pendekatan sosiologis (sosiological approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach), Metode penelitian ini memadukan bahan-bahan
hukum field research dan library research. Untuk field research
menggunakan metode wawancara Bank Syariah Mandiri dan nasabah,
sedangkan library research meneliti buku-buku yang terkait dengan konsep
tasir yaitu Kkitab Sayyid Sabiq dan Peraturan Bank Indonesia terkait dengan
biaya top-up e-money. Dari penelitian ini, diketahui bahwa Bank Syariah
Mandiri dalam melakukan Top Up E-Money terdapat penambahan yang tidak
sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dalam Peraturan Anggota Dewan
Gubernur No.19/10/PADG/2017 ketika melakukan pengisian ulang kartu E-
Money. Jika kita mengisi dengan jumlah nominal Rp. 50.000, maka biaya
yang harus kita bayar ialah Rp.56.500 apabila kita melakukan pengisian
ulang kartu (E-Money) di Teller Bank Syariah Mandiri, dan apabila kita
melakukan pengisian ulang di mesin ATM Mandiri maka biaya yang
dikenakan ialah Rp.52.000. Jika dilihat dari perspektif Sayyid Sabiq
mengatakan jika para pedagang bertindak sewenang-wenang dan melampaui
batas sehingga membahayakan pasar, maka penguasa harus melakukan
intervensi dan menetapkan harga demi menjaga hak-hak masyarakat,
mencegah penimbunan dan demi mencegah kezaliman yang terjadi karena
kerakusan para pedagang.'®

. Skripsi yang ditulis oleh Maryati, Mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Tahun 2018, dengan Judul:
“Analisis Hukum Islam tehadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27
Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan
Harga Acuan Penjualan di Konsumen (Studi terhadap Pasal 6 Peraturan

Menteri Perdagangan No. 27 Tahun 2017) ”. Metode yang digunakan dalam

¥Djakses melalui: repository.uinsu.ac.id/5148/, tanggal 17 Agustus 2021.
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penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu
suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan
kepustakaan, membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai
macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
Dengan menggunakan Sumber Data Bahan Hukum Primer, dalam kajian ini
adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang
Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di
Konsumen. Hasil penelitian terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
27 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan
Harga Acuan Penjualan di Konsumen, adalah berdasarkan pendapat para
ulama penetapan harga (zas ’ir) bertentangan dengan nash-nash yang terdapat
dalam Al-Qura’an dan Hadis, tas ir bermakna pemaksaan atas penjual dan
pembeli untuk berjual-belidengan harga tertentu. Ini melanggar kepemilikan
seseorang karena kepemilikan itu bermakna memiliki kekuasaan atas harta
miliknya. Pemerintah tidak boleh menetapkan harga jika tidak ada kezaliman
dalam suatu pasar, karena harga akan terbentuk dengan sendirinya dalam
pasar tersebut. Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun
penduduk menginginkannya, dan menetapkan harga adalah suatu kezaliman.
Jual beli melibatkan hak milik seseorang di dalamnya, ia memiliki hak untuk
menjual pada harga berapapun sesuai dengan kesepakatannya dengan
pembeli.*®

. Skripsi yang ditulis oleh Novita Ika Pratiwi, Mahasiswi Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta
pada Tahun 2019, dengan Judul: “Penetapan Harga Pupuk Subsidi Ditinjau
Dari Permentan No. 47/Permentan/Sr.310/11/2018 Dan Fikih Muamalah
(Studi Kasus Di Pt. Petrokimia Cabang Karanganyar)”.Jenis Penelitian ini
adalah penelitian lapangan dan menggunakan metode penelitian kualitatif

deduktif dengan sumber data primer dari wawancara langsung dengan PT.

YDiakses melalui: repository.radenintan.ac.id/3783/, tanggal 17 Agustus 2021.
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Petrokimia Cabang Karanganyar selain itu kios pengecer dan petani. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penetapan harga pupuk
bersubsidi di PT. Petrokimia Cabang Karanganyar telah sesuai berdasarkan
ketetapan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia serta dalam
Fikih Muamalah, karena gudang penyangga Kabupaten Karanganyar tidak
memiliki wewenang untuk menentukan harga, dan menerima uang hasil
penjualan pupuk subsidi, karena pihak distributor harus mengirim uang
penjualan langsung ditransfer ke PT. Petrokimia Gresik. Sehingga tidak
adanya unsur menaikkan harga atau terlibat dalam penetapan harga. Tetapi
dalam kasus dilapangan terdapat penambahan harga dalam proses jual beli
pupuk subsidi. Seperti yang dilakukan Gapoktan Sari Rejeki dimana
pembayaran menggunakan sistem yarnen dalam fikih muamalah termasuk
kedalam bai bitsaman ajil atau dapat disebut dengan pembayaran yang
ditangguhkan.®

6. Artikel yang ditulis oleh Dr. Evra Willya, M.Ag, dengan judul: “Ketentuan
Hukum Islam tentang At-Tas'ir Al-Jabari”. At-tas’ir al-jabari adalah
intervensi pemerintah dalam menetapkan harga komoditi barang yang
beredar di pasar. Islam mengakui kebebasan setiapindividu untuk melakukan
kegiatan ekonomi dengan tidak merugikan orang lain, dimana setiap individu
diperintahkan untuk memanfaatkan hartanya untuk memenuhi kebutuhannya
dan memperbaiki kehidupannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan
kemashlahatan masyarakat. Karena tujuan utama perekonomian Islam adalah
agar hubungan ekonomi manusia berdiri diatas landasan gotong royong,
saling cinta kasih, kejujuran, keadilan, selain itu juga menjaga keseimbangan
antara hak individu dan masyarakat. Menutup lubang-lubang yang akan

menyebabkan kekayaan bertumpuk pada tangan beberapa individu saja.

“Djakses melalui: opac.iain-
surakarta.ac.id/libsys_iain_surakarta/opac/index.php/home/
koleksi_perpustakaan?status=judul&abjad=P&id=1&page=247, tanggal 17 Agustus 2021.
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Semua itu harus berdasarkan syari’at Islam. Pemerintah berhak memaksa
pedagang untuk menjual barang itu dengan harga standar yang berlakudi
pasar apabila melakukan ihtikar. Bahkan Pihak pemerintah seharusnya sejak
semula telah mengantisipasi agar tidak terjadi ihtikar dalam setiap komoditi,
manfaat, dan jasa yang sangat diperlukan masyarakat. Untuk itu pihak
pemerintah sebaiknya melakukan penetapan harga yang adil pada setiap
komoditi yang menyangkut keperluan orang banyak. Sistem pasar dalam
ekonomi Islam adalah sistem pasar bebas yang di atur oleh hukum
penawaran dan permintaan disertai system persaingan sempurna yang tidak
membawa kepada kemudaratan dan kezhaliman. Ketika didapati
kemudaratan dan kezhaliman, maka pemerintah dibolehkan untuk intervensi
dalam pasar. Di kalangan fugaha, mekanisme pasar sudah dibicarakan
walaupun masih dalam pola yang sederhana. Ulama Syafi’iyyah dan juga
Hanabalah melarang pematokan harga secara mutlak, sedangkan ulama
Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan pematokan harga pada kasus-kasus
tertentu.”!

7. Artikel yang ditulis oleh M. Arif Hakim, Mahasiswa STAIN Kudus Jawa
Tengah Indonesia, dengan Judul: “Peran Pemerintah dalam Mengawasi
Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam”. Tulisan ini membahas tentang
konsep Islam dalam hal hubungan pemerintah dan mekanisme pasar. Dalam
Islam, Negara memiliki peran untuk mengatur dan mengawasi ekonomi,
memastikan kompetisi di pasar berlangsung sempurna, informasi yang
merata dan keadilan ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan sejarah,
dapat diketahui bahwa konsep tentang mekanisme pasar sudah ada sejak
zaman Rasulullah SAW berdasarkan riwayat hadith. Pada masa selanjutnya,
para ulama Muslim juga memberikan kontribusi pemikiran tentang

mekanisme pasar secara komprehensif, seperti Abu Yusuf, Yahya bin Umar,

?!Diakses melalui: https://media.neliti.com/media/publications/240228-ketentuan-huku
m-islam-tentang-at-tasir-a-5a6¢4955.pdf, tanggal 17 Agustus 2021.
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Al-Ghazali, Ibnu Taymiyah, dan Ibnu Khaldun. Konsep tentang supply and
demand dalam ekonomi Islam, menjadi salah satu faktor penentu harga.
Dalam hal terjadi distorsi pasar, maka pemerintah boleh melakukan
intervensi.?

8. Artikel yang ditulis oleh Didin Baharuddin, Mahasiswa Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam IAIN Ambon, dengan Judul: “Tas’ir ( Price Fixing ) Dalam
Perspektif Maqashid Al-Syari’ah”. Kondisi harga barang dipasaran
mengalami pasang surut. Dalam kondisi normal Pemerintah tak perlu
mengintervensi harga pasar yang dalam ekonomi Islam dikenal
dengantas’ir.Ini dilakukan oleh Rasulullah saw. Namun demikian sikap
Rasulullah saw tersebut tidak berlaku dalam kondisi yang kritis terutama pada
saat terjadi kenaikan harga barang yang melambung tinggi (distorsi) akibatulah
ihtikar, tadlis, taghrir, dan monopoli. Sehingga menurut para ulama, tas’ir
dibolehkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat sesuai dengan

maqasid al-syari ‘ah, terutama memelihara harta (hifzal-mal).?

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pembahasan penting di dalam sebuah
penelitian, digunakan sebagai media untuk menggali data-data akurat, apa
adanya, sehingga harus ada dalam sebuah penelitia. Metode penelitian
merupakan metode yang digunakan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian
ini menggunakan penelitian kualitatif.?* Dalam skripsi ini memuat tiga
pembahasan, yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Masing-masing uraiannya yaitu sebagai berikut:

Diakses melalui:
https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/9740641060589981 0, tanggal 17 Agustus
2021.

*Diakses melalui: https:/jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/384, tang
gal 17 Agustus 2021.

2*Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 2009),
him. 16.
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1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu menjelaskan
fokus penelitian secara objektif dan apa adanya. Adapun jenis penelitian ini
adalah library reserch, yaitu penelitian kepustakaan dengan data-data penelitian
secara keseluruhan diperoleh dan digali dari bahan-bahan kepustakaan seperti
kitab-kitab fikih, buku-buku hukum, dan bahan literatur lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, maka data-
data penelitian secara keseluruhan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan,
seperti buku-buku hukum, kitab fikin muamalah, ensiklopedi hukum Islam,
jurnal hukum-lslam, kamus bahasa dan kamus hukum, dan sumber kepustakaan
lainnya. Semua sumber data kepustakaan tersebut dikelompokkan menjadi tiga
sumber, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Masing-masing sumber data
tersebut yaitu:

a. Sumber data primer merupakan sumber data pokok yang memberikan
penjelasan  langsung menganai prosedur penetapan harga oleh
pemerintah. Untuk itu, bahan utama penelitian ini adalah UU. No.
7/2014 Tentang Perdagangan, dan peraturan-peraturan lainnya yang
berhubungan dengan undang-undang tersebut.

b. Bahan data sekunder merupakan bahan kedua yang memberi penjelasan
tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian, di antaranya
kitab Abd al-Sami’ Ahmad Imam, Minhaj Thalib fi al-Mugaranah baina
al-Mazhab, kitab Sayyid Sabig, Figh al-Sunnah, kitab: Hadi al-Islam
Fatawa Mu’asirah dan kitabal-Halal wa al-Haram fi al-1slam, karya
Yusuf al-Qaradhawi, dan kitab-kitab atau buku-buku fikih siyasah

lainnya yang berhubungan dengan fokus penelitian ini.
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c. Bahan data tersier merupakan bahan data ketiga yang sifatnya pelengkat
seperti kamus-kamus bahasa dan hukum, ensiklopedi hukum Islam,
jurnal hukum, artikel, dan bahan lainnya yang relevan dengan penelitian
ini.

3. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu analisis
data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang
dikaji dengan menggunakan cara analisis-normatif. Artinya, penulis berusaha
menguraikan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan prosedur penetapan
harga oleh pemerintah,untuk kemudian dianalisa secara konseptual berdasarkan
ketentuan-ketentuan fikih siyasah dan hukum ketatanegaraan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun atas empat bab, masing-masing dilengkapi dengan
beberapa sub bahasan. Masing-masing pembahasannya dengan sistematika yaitu
sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, yang terdiri dari penjelasan terkait
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan.

Bab dua adalah kajian teoretis tentang penetapan harga oleh pemerintah
dalam perspektif fikih siyasah, pengertian penetapan harga, dasar dan landasan
hukum penetapan harga oleh pemerintah, terakhir wewenang pemeirntah dalam
menetapkan harga barang dalam tinjauan fikih siyasah.

Bab tiga penetapan harga oleh pemerintah dalam UU No 7/2014 tentang
perdagangan ditinjau menurut perspektif siyasah, gambaran umum UU No
7/2014 tentang perdagangan, mekanisme penetapan harga yang dilakukan
pemerintah dalam UU No 7 Tahun 2014, dan tinjauan siyasah syar’iyyah atas
penetapan harga yang dilakukan pemerintah dalam UU No 7 tahun 2014.
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Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan berupa
uraian ringkas tentang jawaban dari rumusan masalah, serta dilengkapi dengan

saran-saran.



BAB DUA
KAJIAN TEORETIS TENTANG PENETAPAN
HARGA OLEH PEMERINTAH DALAM
PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

A. Pengertian Penetapan Harga

Konsep penetapan harga dikenal dalam konteks hukum positif Indonesia
dan juga hukum Islam. Konsep penetapan harga tersebut diarahkan pada adanya
intervensi pemerintah di dalam menetapkan suatu komuditas harga barang.
Istilah “penetapan harga” tersusun dari dua kata, yaitu penetapan dan harga.
Penetapan sendiri merupakan bentuk turunan dari kata tetap, maknanya selalu
berada di satu tempat, tidak berubah-ubah selalu demikian halnya, tidak
berpindah, kekal, sudah pasti. Kemudian, kata tetap membentuk beberapa
bentuk turunan kata lain seperti menetap, menetapi, menetapkan, mempertetap,
mempertetapkan, ketetapan, atau berketetapkan, dan penetapan.' Istilah yang
terakhir inilah yang digunakan dalam penelitian ini.

Istilah "penetapan secara bahasa berarti proses cara perbuatan
menetapkan dan  penentuan, atau pengangjatan jabatan, atau disebut juga
pelaksanaan.” Dalam hubungannya dengan hukum, khususnya menyangkut
pengadilan, arti penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam
bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim di dalam sidang terbuka untuk umum
sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan atau voluntair.® Dalam penelitian
ini, penetapan bukan diarakan pada makna putusan hakim tetapi diarahkan pada

penetapan pemerintah dalam masalah harga suatu barang.

Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), him. 1514-
1515.

2 -
Ibid.
3Sulaikin Lubis, W. Ain Marzuki dan Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Pengadilan
Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), him. 159.

17
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Adapun istilah harga berarti nilai suatu barang yang ditentukan,
dirupakan dengan uang.* Dengan begitu, secara sederhana, penetapan harga
dimaknai proses dan mekanisme menetapkan suatu harga barang. Dalam hukum
Islam, atau lebih tepatnya dalam perspektif fikih, penetapan harga diistilahkan
dengan tas’ir, yang asalnya dari kata sa’ara, berarti menyalakan, mengobarkan,
mempercepat, atau melintasi, dari kata sa ‘ara kemudian muncul istilah al-sa 7u,
bentuk jamak/plural as’ar, artinya harga, selanjutnya muncul istilah al-zasir,
artinya al-tatsmin, yaitu penaksiran harga atau penetapan harga.’

Menurut makna terminologi atau istilah, terdapat beberapa definisi tas 'ir
atau penetapan harga yang dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya ialah
Yusuf al-Qaradhawi. Menurutnya, penetapan harga (zas’ir) adalah penentuan
harga oleh pemerintah sementara para pelaku pasar dilarang menaikkannya dan
menurunkan ‘harganya.° Menurut Abdus Sami’ Ahmad Imam, fas’ir atau
penetapan harga ialah tindakan hakim membatasi harga barang dagangan
sehingga penjual tidak boleh melewati harga yang telah ditetapkan.” Definisi
lainnya dipahami dari keterangan Sayyid Sabiq, tas’ir ialah penetapan harga
barang-barang yang hendak diperjual belikan tanpa menzalimi pemilik dan
tanpa memberatkan pembeli.?

Berdasarkan dua definisi terakhir memberi pemahaman bahwa penetapan
harga diarahkan kepada intervensi, atau ikutnya pemerintah di dalam
menentukan nilai harga suatu barang. Melalui penentuan harga suatu komuditas

barang, maka pemilik barang tidak diperkenankan meninggikan dan

*Tim Redaksi, Kamus..., him. 510.

SAchmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, Kamus Al-Munawwir Indonesia
Arab Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), him. 633.

®Yusuf al-Qaradhawi, Membumikan Islam, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung:
Mizan Pustaka, 2018), him. 188.

"Abdus Sami’ Ahmad Imam, Pengantar Studi Perbandingan Mazhab, (Terj: Y.
Magosid) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), him. 368.

®3ayyid Sabiqg, Figih al-Sunnah, (Terj: Abu Aulia, dan Abu Syaugina), Jilid 5, (Jakarta:
Republika, 2018), him. 53.
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menurunkan harga tersebut sepanjang tidak dicabut oleh pemerintah. Para
pedagang ataupun pemilik barang secara umum akan meninggikan harga barang
ketika permintaan terhadap barang itu tinggi, sementara barangnya sudah tidak
banyak. Demikian juga ketika jumlah suatu barang banyak, sementara
permintaan sedikit, maka harga barang biasanya akan turun secara drastis. Sebab
itu, penetapan harga atau ras’ir dimaknai sebagai hadirnya pemerintah dalam

menentukan batasan harga yang wajib dipatuhi pihak pemilik barang.

B. Dasar Hukum Penetapan Harga oleh Pemerintah

Dasar hukum penetapan harga atau zas’ir dalam konteks Islam
ditemukan dalam dua versi, yaitu dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya
pemerintah dalam ikut serta membuat kebijakan penetapan harga, dan ada juga
dalil yang digunakan para ulama mengenai larangan penetapan harga. Hanya
saja, dasar hukum terkait larangan menetapkan harga cenderung cukup dominan,
dan diambil dari riwayat hadis serta dalil ayat-ayat Alquran. Di antara dalil
larangan penetapan harga atau fas ir ini merujuk kepada QS. al-Nisa’ [4] ayat
29:

G 5553 (38 G V) Jlally i &0 50 13K ¥ 15l ¢l @il

Waia 5 2K A ()% 280l )38 Y 5% 280 el
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan
harta sesama kamu dengan jalan yang batil (atau tidak benar), kecuali di
dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara
kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Swt
Maha Penyayang kepadamu. (QS. al-Nisa’ [4]: 29).

Ayat ini secara tegas menyebutkan tijarah (perniagaan) dilakukan
dengan dasar suka sama suka. Menurut al-Qurthubi, lafaz ‘an taradhin pada ayat
tersebut bermakna ‘an ridha artinya saling meridhai.” Menurut Ibn Katsir arti an
taradhin yaitu “saling meridhai antara penjual dan pembeli, maka lakukanlah

hal itu dan jadikanlah hal itu sebagai sebab dalam memperoleh harta benda”.

°Abi Bakr al-Qurthubi, al-Jami’ /i Ahkam Alquran, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 4,
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), him. 252.
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Dalil tersebut dijadikan hujjah bagi Imam Syafi’i bahwa jual beli tidak sah
kecuali dengan gabul (sikap menerima), sebab sighat gabul sebagai petunjuk
nyata adanya sikap suka sama suka (saling ridha).*°
Para fugaha berbeda di dalam memahami segi praktis sikap ridha
tersebut. Sebagian ulama, memahami makna ridha termasuk akad jual beli
secara serta merta tanpa ada khiyar dan tanpa ada ijab kabul sebagaimana terjadi
dalam praktik jual beli dewasa ini, atau disebut juga dengan jual beli najizan
ataupun mu atat. Pendapat ini dipegang oleh Abu Hanifah dan Malik. Sebagian
lainnya memahami ridha haruslah ada khiyar di dalamnya serta ada ijab kabul.
Pendapat ini dipegang oleh Syiraih, Ibn Sirin, dan al-Sya’bi.
Ayat di atas menurut Abdus Sami’ Ahmad Imam sebagai salah satu
dasar hukum yang digunakan oleh para ulama mengenai larangan pemerintah di
dalam menentukan dan ikut intervensi menetapkan harga suatu barang.
Alasannya ialah bahwa dalam ayat tersebut ada larangan memakan harta orang
lain tampa unsur kerelaannya. Di dalam konteks tas’ir, pemerintah yang
menentukan batasan harga secara tidak langsung memaksa pemilik barang untuk
menjual dengan harga yang tidak diridhainya sehingga hal tersebut
dibolehkan."* Hal ini juga dilarang dalam riwayat hadis yang menyebutkan
bahwa tidak ada kehalalan harta seorang muslim kecuali atas kerelaan hatinya'
45.\\ djuja@beu).\ \h\uﬁd&é@b&b@a\ﬁ)ﬂ\ a);u_a\
L@J\udmwu\m qja\ d.u....ul\ e\_\\.la.wj\ Lgel..u}‘\_ﬂi: 2&3\&..4
| 5llé eu‘ 2k 23 Sl a5 gl 25 &8 e gl G G0l )
eﬁ‘y&‘j Belay Ji U6 el o> M Hl0A S ST
\.u,é&@\&éwg\ﬁéyu);se\}eﬂcﬁ&a\_pb
Y\UAL.'YWUAL;YYHM@A\ ) W 25 44 el (’J"LA‘
....umwh‘i\d)ﬁ\dudeé Juﬂm‘ﬁ

YAbdurrahman bin Ishag, Tafsir Ibnu Katsir, (Terj: Abdul Ghoffar E.M), Jilid 2,
(Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2004), him. 281.

" Abdus Sami’ Ahmad Imam, Pengantar..., him. 369.
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Dari Abu Hurrah al-Ragasyi dari pamannya dia berkata. Aku memegang
tali kekang unta Rasulullah Saw pada pertengahan hari Tasyrik (yaitu
tanggal sebelas, dua belas dan tiga belas Dzulhijjah), aku mendesak
orang-orang dari beliau, beliau bertanya: Wahai manusia, tahukah kalian
di bulan apa kalian sekarang, di hari dan negeri mana kalian sekarang?
Para sahabat menjawab. Di hari haram, bulan haram dan negeri haram,
beliau bersabda: Sungguh darah, harta dan kehormatan kalian adalah
haram atas kalian, sebagaimana sucinya hari, bulan dan negeri kalian ini
sampai datangnya hari kalian bertemu Allah. Beliau melanjutkan:
Dengarkanlah aku, hidup lah kalian dan jangan berbuat kezhaliman,
ingatlah jangan berbuat dzalim, Sungguh tidak halal harta seseorang
kecuali dengan kerelaan hati darinya. (HR. Ahmad).

Hadis di atas juga bersesuaian dengan penjelasan ayat sebelumnya,
bahwa pemerintah tidak boleh menetapkan harga, karena penetapan harga
tersebut sama dengan menzalimi pemilik barang atas dasar tidak diridhainya.'?
Landasan hukum larangan penetapan harga juga ditemukan dalam riwayat Abi
Dawud berikut ini:

a_ub\_r \@wd&&bhu&uhm@\w \.fqif:\_uh

)u::m\ d}u:)l_iu.uu\ JUUM\UQMJML\SJJ\.AU;UM\

M\ﬁmu\gujua:&\ujmmdy)dmu ja.i.d\

du\Jjeauauﬂam

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah?, telah
menceritakan kepada kami 'Affan, telah menceritakan kepada kami
Hammad bin Maslamah, telah mengabarkan kepada kami Tsabit dari
Anas bin Malik dan Qatadah, serta Humaid dari Anas, orang-orang
berkata; wahai Rasulullah, harta telah melonjang, maka tetapkanlah
harga untuk kami! Maka beliau berkata: "Sesungguhnya Allahlah yang
menentukan harga, Yang menggenggam dan Yang menghamparkan, dan
Pemberi rizgi. Dan sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah
sementara tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena
suatu kezhaliman dalam hal darah, dan harta. (HR. Abi Dawud).

Dalam redaksi yang lain disebutkan:*®
G050 Tl feaddl) el sh a8 ) g 2eid Y

2 Abdus Sami’ Ahmad Imam, Pengantar..., him. 369.
3 Abdus Sami’ Ahmad Imam, Pengantar..., him. 369.
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Janganlah kalian menentukan harga, karena sesunggungnya Allah yang

membatasi, yang mencabut, yang membeber, dan yang memberi rezeki.

Berdasarkan beberapa riwayat di atas, dapat diketahui bahwa hadis-hadis
di atas secara tekstual jelas melarang ras’ir (penetapan harga). Hanya saja,
dalam konteks pemahaman ulama cenderung masih didialogkan, dan terjadi
perbedaan pendapat. Bagi ulama yang melarang pembatasan harga sudah tentu
berdasarkan ayat Alquran dan beberapa riwayat hadis di atas. Sementara, ulama
membolehkan pembatasan dan penetapan harga lebih melihat kepada aspek
kemaslahatan umat. Untuk lebih jelasnya, pendapat para ulama dalam konteks

ini akan dikemukakan secara lebih rinci di dalam sub bahasan tersendiri.

C. Teori Wewenang Pemerintah
1. Pengertian Wewenang Pemerintah

Istilah wewenang pemerintah tersusun dari dua kata, yaitu wewenang
dan pemerintah. Secara bahasa, istilah wewenang atau kewenangan berasal dari
kata wenang, artinya mempunyai, mendapat hak, atau kekuasaan untuk
melaksanakan suatu, atau hak dan kekuasaan yang dimiliki. Kata wenang
kemudian membentuk varian kata lainnya, seperti kewenangan (hal berwenang
atau hak atau kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu),** sewenang-
wenang (tindakan semena-mena, semaunya), kesewenang-wenangan (perbuatan
sewenang-wenang ataupun kezaliman dan sebagainya), serta istilah terakhir
adalah pewenang (pihak yang berwenang).™

Istilah kewenangan dimaknai sebagai kekuasaan. Menurut Thalib, istilah
wewenang sering disejajarkan dengan bevoegheid dan rechtmacht dalam bahasa
Belanda, dan authority dalam bahasa Inggris. Dengan begitu, wewenang adalah
kekuasaan formal, merupakan kekuasaan diberikan undang-undang, atau disebut

juga kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang

“Tim Redaksi, Kamus..., him. 1621.
*Tim Redaksi, Kamus..., him. 1621.
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pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat.® Menurut catatan
Webar, seperti dikutip Damsar, wewenang atau otoritas ialah suatu legitimasi
hak atas kepecayaan untuk memengaruhi orang lain melakukan sesuatu.
Kewenangan adalah suatu bentuk kekuasaan yang sah memiliki legitimasi."’
Jadi, wewenang atau kewenangan merupakan kekuasaan yang sah dan sesuai
hukum.

Beberapa definisi di atas menunjukkan kata wewenang diarahkan kepada
makna kekuasaan. Ilmar megemukakan, wewenang sama dengan kekuasan yang
mempunyai landasan untuk dapat mengambil tindakan ataupun perbuatan
hukum supaya tidak timbul akibat hukum berupa kesewenang-wenangan
(onwetmatig).’® Artinya, wewenang disebut kekuasaan karena diperoleh melalui
jalan yang legal berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun istilah pemerintah disebut juga dengan lembaga eksekutif, yaitu
lembaga yang mempunyai kekuasaan bidang pemerintahan.’® Lembaga
eksekutif atau pemerintah adalah institusi terbesar yang berkuasa.’ Pemerintah
dalam arti lembaga eksekutif terdiri dari tingkat pusat dan daerah. Di tingkat
pusat, lembaga ini diawaliki oleh presiden dan pembantu-pembantunya, atau
dalam istilah hukum tata negara disebut menteri. Sementara di tingkat daerah
diwakili oleh gubernur sebagai kepala daerah di tingkat provinsi, atau bupati
yang mengepalai di wilayah kabupaten.

Hubungannya dengan wewenang, maka istilah dari wewenang

pemerintah dimaknai kekuasaan atau otoritas yang dimiliki pemerintah, dalam

®Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006), him. 210.

"Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, Edisi Revisi, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2015), him. 66.

Aminuddin llmar, Hukum Tata Pemerintahan, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2018), him. 82.

9Jimly Assiddigie, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Rajawali Perss,
2017), him. 344,

22Ali Muhammad al-Shallabi, Negara Islam Modern: Menuju Baldatun Thaiyyibatun
wa Rabbun Ghabur, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka al-Kautsarm 2017), him. 268.
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hal ini adalah lembaga eksekutif, wewenang yang dimiliki oleh pemerintah
khususnya di dalam menetapkan suatu kebijakan hukum terhadap masyarakat.
Di dalam penelitian ini, kewenangan pemerintah tersebut berhubungan dengan

kewenangan menetapkan kebijakan batas harga terhadap satu komuditas barang.

2. Cara-Cara Pemerolehan Kewenangan

Konsep kewenangan dalam perspektif hukum hadir dan dijadikan
sebagai media untuk mengatur masyarakat sebagai subjek hukum, kebijakan-
kebijakan, dan segala bentuk yang diamatkan undang-undang, hal ini
dimaksudkan untuk tercapainya tujuan bersama yang dicita-citakan. Hal ini
selaras dengan pendapat Abdul Latif, bahwa penggunaan wewenang
dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.?* Dengan begitu,
apapun bentuk kewenangan diperoleh penjabat dan pemangku kekuasaan dalam
satu lembaga pemerintahan baik tingkat desa hingga badan legislatif, eksekutif,
dan yudikatif, dimaksudkan sebagai media untuk mengatur masyarakat sebagai
subjek hukum menjadi teratur, sesuai dengan nilai dan tuntutan hukum.

Konsep kewenangan sebagaimana dalam beberapa rumusan sebelumnya
berlaku bagi dua hal, yaitu “individu/pejabat tertentu” dan “lembaga pemerintah
tertentu”. Kewenangan bagi pejabat dan lembaga diperoleh melalui minimal dari
dua cara, yaitu atribusi dan pelimpahan wewenang. Dalam beberapa literatur,
istilah “pelimpahan wewenang” diberi istilah delegasi dan mandat, atau delegasi
dan mandat masuk dalam satu kesatuan cakupan “pelimpahan wewenang”.??
Ada juga yang memisahkan antara delegasi, mandat. Dua pemerolehan
kewenangan tersebut masing-masing dapat diurailan dalam poin-poin berikut:

a. Atribusi

2'Abdul Latif, Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, Edisi
Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), him. 54.

?’Teuku Saiful Bahri Johan, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia, (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama,
2018), him. 146.
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Istilah atribusi berarti wewenang yang melekat pada suatu
jabatan. Dalam tinjauah hukum tata negara, atribusi ditujukan ke dalam
wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan
pemerintahannya berdasarkan wewenang dibentuk undang-undang.
Atribusi menunjukkan pada suatu kewenangan asli yang diberikan oleh
Undang-Undang Dasar atau undang-undang. Menurut Yulikhsan atribusi
ialah kewenangan badan atau pejabat administrasi pemerintahan yang
diperoleh secara langsung dari peraturan perundang-undangan,
sementara wewenang yang lainnya masuk dalam cakupan mandat atau
delegasi.? Definisi atribusi disebutkan dengan tegas dalam Pasal 1 angka
22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara,
bahwa atribusi didefinisikan sebagai: “Pemberian kewenangan kepada
badan: dan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau undang-undang”.

Atribusi dalam konteks ini masuk dalam kekuasaan yang menjadi
wewenang suatu badan atau pejabat tertentu atas dasar dua ketentuan,
yaitu ketentuan UUD atau undang-undang. Artinya, atribusi merupakan
kewenangan yang hanya dilimitasi oleh dua ketentuan saja, yaitu
Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, dan tidak dinamakan
atribusi ketika yang memberi kewenangan tersebut dari peraturan di
bawah dua ketentuan tadi. Di dalam makna lain, melalui Undang-
Undang Dasar atau undang-undang seseorang atau badan pemerintahan
tertentu memiliki kekuasaan sesuai dengan apa yang diatur dalam kedua
regulasi tersebut.

Definisi di atas memberi pemahaman, pemerolehan kewenangan
dengan jalan atribusi boleh jadi sebagai tuntutan hukum terhadap

lembaga negara dalam mengurus bidang yang menjadi tugas dan

23Eri Yulikhsan, Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan: Aplikasi di dalam
PTUN, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), him. 63.
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wewenangnya. Sebagai contoh, melalui Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi (MK), dan telah dirubah
melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014, MK memiliki
kewenangan (tugas) dalam menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar. Kewenangan tersebut hanya berlaku bagi kelembagaan
MK saja, dan tidak berlaku bagi lembaga kehakiman yang lainnya.
Demikian juga dalam Undang-Undang Pemilu, Komisi Pemilihan Umum
(KPU) dalam hal ini memiliki beberapa tugas, kewenangan tertentu
sebagai penyelenggara pemilu. Selain itu, lembaga-lembaga pemerintah
lainnya, termasuk pejabat-pejabat tertentu mulai dari Bupati, Gubernur
dan lainnya memiliki kewenangan tertentu berdasarkan amanat undang-
undang. Melalui contoh-contoh ini, kewenangan seorang pejabat ataupun
lembaga pemerintahan tertentu diperolen melalui adanya atribusi dari
undang-undang atau Undang-Undang Dasar.
b. Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang ialah penyerahan sebagian dari wewenang
pejabat atasan ke  bawahan,  bertujuan untuk  membantu
menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk
bertindak sendiri.** Pada perkembangannya, pemerolehan kewenangan
melalui pelimpahan wewenang ini dibagi lagi ke dalam dua bentuk, yaitu
delegasi dan mandat. Dalam beberapa literatur, istilah “pelimpahan
wewenang” dimasukkan ke dalam satu bentuk pemerolehan
kewenangan. Sementara dalam undang-undang UU No. 30/2014 Tentang
Administrasi Negara, tidak disebutkan adanya “pelimpahan wewenang”,
yang ada hanya atribusi, delegasi, dan mandat. Boleh jadi, pakar hukum
dan ketatanegaran memandang istilah “delegasi” dan “mandat” dua hal

yang masuk dalam makna “pelimpahan wewenang”. Dengan makna

**M.J.A. Chandra, Kewenangan Bank Indonesia di dalam Pengaturan dan Pengawasan
Perbankan di Indonesia, (Bengkulu: Zigie Utama, 2018), him. 61.
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yang sama inilah ditemukan dua pembagian pemerolehan kewenangan,

yaitu dengan atribusi dan dengan pelimpahan wewenang, sementara itu

dalam pelimpahan wewenang dibagi lagi dalam bentuk delegasi dan
mandat.

1) Delegasi merupakan penyerahan wewenangan dari pejabat yang lebih

tinggi kepada yang lebih rendah. Menurut HD. Van Wijk, dikutip oleh
Nur, bahwa yang dimaksud dengan delegasi, penyerahan wewenang
pemerintah dari suatu badan atau pejabat pemerintahan kepada badan
atau pejabat pemerintahan yang lain.”®> Pasal 1 angka 23 Undang-
Undang Nomor 30 Tentang 2014 Tentang Administrasi Negara yang
menyebutkan: “Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan
dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi pada badan
dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung
jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima
delegasi”.

2) Mandat menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2014 Tentang Administrasi Negara menyebutkan: “Mandat adalah
pelimpahan kewena-ngan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan
yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang
lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap
berdada pada pemberi mandat”.

Berdasarkan dua pelimpahan kewenangan di atas, dapat dipahami bahwa
secara redaksional yang dibubuhkan dalam Undang-Undang Administrasi
Negara secara umum sama, dalam pengertian bahwa pelimpahan kewenangan
itu terjadi dari pejabat atau badan pemerintahan yang lebih tenggi kepada yang
lebih rendah, hanya saja dalam urusan apakah kewenangan yang dimaksudkan

tersebut melekat pada pejabat yang lebih rendah atau tidak, di sini terletak

2Abdul Rahman Nur, Konsepsi Negara Nachwachtersstaat Menuju Negara Welfare
State dalam Menata Kota Palopo, (Palopo: Guepedia, 2018), him. 50.
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perbedaan. Mandat dapat dipahami hanya sebatas pelimpahan wewenang,
sementara wewenang dimaksud tidak beralih sepenuhnya berasal dari pemberi
mandat kepada yang menerima mandat. Kewenangan tersebut tidak beralih dari
yang memberi kepada yang diberi. Sementara delegasi dapat dikatakan sebagai
pelimbahan kewenangan secara penuh sehingga beralih dari yang memberi
delegasi kepada yang menerima delegasi dengan konsekunsi dan tanggung
jawab berpindah pula.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa seorang pejabat atau
lembaga pemerintahan tertentu memiliki kewenangan karena ada dua sebab
pemerolehan, yaitu melalui atrubusi undang-undang atau Undang-Undang
Dasar, dan melalui pelimpahan kewenangan baik dalam bentuk delegasi maupun
mandat. Pelimpahan kewenangan melalui delegasi berlaku mengikat, sehingga
penerima delegasi bertanggung jawab penuh atas kewenangan yang dilipahkan
kepadanya, adapun pelimpahan wewenang melalui mandat tidak berpengaruh
hukum atas peralihan kewenangan, sebab kewenangan tetap berada pada
pemberi mandat, hanya saja pelimpahan tadi berkedudukan sebagai titipan

kewenangan sementara.

D. Wewenang Pemerintah dalam Menetapkan Harga Barang dalam
Tinjauan Fikih Siyasah

Mengawali pembahasan ini, penting untuk lebih dahulu menjelaskan arti
fikih siyasah. Istilah fikih secara bahasa bermakna pemahaman atau dalam
bahasa Arab disebut fahmun.® Menurut terminologi, fikih bermakna
mengetahui sesuatu dan memahami secara baik dan mendalam, atau mengetahui
hukum-hukum syar’ yang bersifat amaliah yang dikaji dari dalil-dalilnya yang

terperinci.?’” Sementara itu, kata siyasah adalah bentuk turunan kata sasa, bentuk

% Abdul Azizi Mabruk al-Ahmadi, dkk., Fikih Muyassar, (Terj: 1zzudin Karimi), Cet. 3,
(Jakarta: Darul Hag, 2016), him. xvii.

2"Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2017), him. 29-30.
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dasarnya adalah sawasa, yang terdiri dari huruf sin, waw, dan sin, berarti
memilih, mengatur, memimpin, memerintah dan mengemudikan, mengurus.
Selanjutnya, istilah sasa membentuk istilah siyasah yang bermakna al-idarah
yaitu administrasi, manajemen, siyasat, politik, atau kebijakan.?

Sementara itu, dalam catatan S. Askar, bentuk derivatif kata siyasah
ialah sasa-yasusu-siyasatan yang berarti memelihara dan mengajar. Bisa juga
berarti memimpin atau mengatur.”® Menurut teminologi, terdapat banyak
definisi tentang siyasah, di antaranya dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf,
seperti dikutip Manan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan
yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur
keadaan sehingga manusia dapat hidup aman dan damai.*

Berdasarkan pemaknaan di atas, istilah fikih siyasah bisa diartikan
sebagai pemahaman dan hukum menyangkut politik yang sesuai dengan nilai-
nilai Islam. Dalam hubungannya dengan kewenangan pemerintah di dalam
menetapkan harga dalam tinjauan fikih siyasah, para ulama masih berbeda
pendapat. Ada sebagian ulama melarang pemerintah untuk ikut intervensi harga
barang, sebagian lainnya justru membolehkan.

Kajian hukum kewenangan pemerintah dalam menetapkan harga berawal
dari kajian sejarah di mana pada masa Rasulullah Saw, keadaan pasar dan
dagang sangat pesat. Pada masa itu, Rasulullah Saw menolak permintaan para
sahabat di dalam membatasi harga barang yang mahal pada waktu itu, karena
dorongan dari permintaan dan penawaran yang alami.®* Penolakan Rasulullah
Saw dalam hal ini dapat dipahami dari keterangan riwayat hadis sebelumnya.

Meskipun ada dasar larangan menetapkan harga, namun muncul kasus-kasus

2Achmad Warson Munawwir, dan Muhammad Fairuz, Kamus..., him. 677-678.

23, Askar, Kamus Arab-Indonesia: Al-Azhar Terlengkap, Mudah dan Praktis, (Jakarta:
Senayan Abadi Publishing, 2009), him. 354.

%Abdul Manan, Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat, Cet/ 2, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2018), him. 10-11.

%!|ka Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif
Maqashid al-Syari’ah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), him. 201.
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baru di mana para pelaku pasar justru melakukan praktik monopoli, kezaliman
terhadap harga komuditas barang. Atas dasar muncul pula gagasan dan pendapat
para ulama membolehkan pemerintah untuk mengintervensi pasar, tujuannya
adalah kemaslahatan.*

Mengikuti riwayat hadis terdahulu, maka hukum asal yang berlaku
dalam masalah ini adalah pemerintah tidak mempunyai wewenang di dalam
menetapkan harga. Imam Syafi’i berpendapat bahwa penetapan harga adalah
haram. Demikian juga dalam pandangan Imam Ahmad bahwa pemerintah tidak
berhak menetapkan harga, akan tetapi masyarakat mempunyai kebebasan untuk
memperjualbelikan sesuatu menurut pada yang mereka tetapkan.** Dalilnya
adalah beberapa riwayat hadis sebelumnya, dan adapun dasar logis mereka
mengacu kepada beberapa poin yaitu sebagai berikut:**

a. Manusia bebas dalam menentukan harta mereka, tidak dibolehkan pada
sebagian orang mencekal orang untuk menggunakan harta miliknya
secara sendiri dan sah. Begitu pula tidak boleh memaksa seorang untuk
menjual barang dengan harga yang diridhainya tanpa ada pencekalan
dalam praktik penggunaan harta mereka, sehingga hal itu saling
bertentangan dengan di bolehkannya menggunakan harta.

b. Seorang hakim diperintahkan untuk menjaga kemaslahatan bersama, dan
sehingga wajib baginya untuk menjaga kemaslahatan setiap orang atas
apa yang ada di dalam kekuasaannya. Penjagaannya terhadap pihak
pembeli untuk mendapatkan kemaslahatan jangan sampai melebihi
penjagaannya terhadap pihak penjual untuk mendapatkan kemaslahatan,
yaitu memberi kebebasan menjual barang sesuai dengan kerelaannya.
Saat kemaslahatan penjual dan pembeli saling bertentang maka waib

untuk dibiarkan supaya keduanya berijtihad sendiri sehingga mereka

%2 Abdus Sami’ Ahmad Imam, Pengantar..., him. 372.
*%|ka Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip..., him. 201.
%*Abdus Sami’ Ahmad Imam, Pengantar..., him. 372.
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berdua rela untuk memeroses dan merealisasikan kemaslahatan mereka
berdua.

c. Terkadang di dalam pembatasan harga akan menimbulkan kemudharatan
bagi penjual dan pembeli. Bagi pihak si penjual, pembatasan harga akan
menjadikannya menyembunyikan barang dagangannya sehingga barang
dagangan menjadi langka dan sulit dicari pada pasaran.®
Berbeda dengan itu, dalam mazhab Hanafi dan Maliki, justru mengakui

adanya kewenangan pemerintah menetapkan harga komuditas suatu barang.*® Di
dalam mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, membolehkan penetapan harga untuk
barang-barang hajiyati (sekunder), hal tersebut dilakukan untuk menghindari
hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila pemilik barang dagangan mematok harga
yang tinggi, maka dalam kondisi seperti ini, pemerintah dan stafnya berhak
(memiliki wewenang) menentukan harga dengan tujuan untuk kemaslahatan
masyarakat.®” Dasar hukum adanya kewenangan pemerintah dalam menetapkan
harga menurut pandangan ini mengacu kepada kemaslahatan atau mashlahah.
Istilah mashlahah berarti baik, lawan dari kata buruk atau rusak.*® Dalam
makna lain maslahah berarti manfaat  terlepas dari kerusakan.** Amir
Syarifuddin memaknai mashlahah sebagai perbuatan mendorong kepada
kebaikan manusia. Makna lain yaitu kebaikan, manfaat, memiliki nilai guna,
menguntungkan. Setiap sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, dalam artian
menarik dan menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan dan kesenangan,

atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan dan

*1bid.

*®|ka Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip..., him. 202.

*"Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip..., him. 202.

*®Moh. Mufid, Ushul Figh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke
Aplikasi, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), him. 117.

¥sapiudin Sidig, Ushul Figh, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017),
him. 88.
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kemudaratan.*® Mengacu pada makna bahasa mashlahah tersebut bisa dikatakan
bahwa teori tentang mashlahah ini bergelut kepada upaya pencapaian sisi
kebaikan. Dalam hubungannya dengan hukum, maka hukum-hukum yang ada
diatur di dalam Islam secara keseluruhan memiliki kemaslahatan bagi manusia,
dalam arti memiliki kebaikan, kemanfaatan dan keuntungan bagi kehidupan
manusian.

Menurut terminologi, terdapat ragam rumusan, di antaranya yang paling
populer dikemukakan Imam al-Ghazali, dikutip oleh Al Yasa’ Abubakar, bahwa
mashlahah ialah satu ibarat yang dikembalikan pada makna menolak kerusakaan
dan mengambil manfaat atau kemaslahatan.** Keterangan serupa diulas Yusuf
al-Qaradhawi.** Menurutnya mashlahah adalah -menolak kerusakan dan
mengambil manfaat.*® Beberapa definisi di atas memberi penjelasan tentang
mashlahah pada pokoknya dikembalikan pada upaya menolak mudarat atau
upaya menarik adanya manfaat. Kedua upaya tersebut bagian dari maksud
mashlahah. Artinya, upaya menolak mudarat pada akhirnya akan memperoleh
kemaslahatan, sementara itu menarik manfaat juga akan mendatangkan
kemaslahatan.

Kaitannya dengan kewenangan pemerintah dalam menetapkan harga satu
barang, ulama mazhab Hanafi dan Maliki memandang pemeirntah memiliki hak
dan kewenangan menetapkan harga yaitu untuk mendatangkan sisi kebaikan dan
kemaslahatan. Atas dasar itu, jika pemerintah menilai akan muncul
kemudharatan dari harga-harga barang yang ada di pasar, maka pemerintah
wajib untuk mampu membuat kebijakan penetapan harga untuk mencipatakan

kemashlahatan antara satu pihak dengan pihak lainnya.

“Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Jilid 2, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2011), him. 345.

“TAl Yasa’ Abubakar, Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam
Ushul Figh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), him. 35.

*2yusuf al-Qaradhawi, Pengantar Politik Islam, (Terj: Fu’ad Syaifuddin Nur), (Jakarta:
Pustaka al-Kautsar, 2019), him. 100.

*yusuf al-Qaradhawi, Pengantar Politik..., him. 100.



BAB TIGA
PENETAPAN HARGA OLEH PEMERINTAH DALAM
UUNO 7/2014 TENTANG PERDAGANGAN DITINJAU
MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH

A. Gambaran Umum UU No 7/2014 Tentang Perdagangan

Undang-Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 7 Tahun 2014 Tentang
Perdagangan (selanjutnya ditulis Undang-Undang Perdagangan) merupakan
satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas perdagangan di
dalam maupun di luar negeri. Pembangunan nasional bidang ekonomi disusun
dan juga dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum, yaitu melalui
pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan nilai kebersamaan, efisiensi, keadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana
diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19451

Dalam perspektif landasan konstitusional tersebut, perdagangan nasional
Indonesia mencerminkan sebuah  rangkaian aktivitas perekonomian,
dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Kegiatan perdagangan merupakan penggerak terutama
pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung
meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor
dan devisa, memeratakan pendapatan, dan memperkuat daya saing produk
dalam negeri demi kepentingan nasional.

Perdagangan nasional Indonesia sebagai penggerak utama perekonomian
tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan
transaksi Barang dan/atau jasa yang dilaksanakan oleh pelaku usaha, baik di

dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara, tetapi aktivitas

'Eli Ruslina, “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan
Hukum Ekonomi Indonesia”. Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 1, Maret 2012, him. 55.
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perekonomian yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan
nasional Indonesia yang diselaraskan dengan konsepsi pengaturan di bidang
Perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia, masyarakat
adil, makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, belum ada
undang-undang yang mengatur tentang perdagangan secara menyeluruh. Produk
hukum yang setara undang-undang di bidang perdagangan adalah hukum
kolonial Belanda Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 yang lebih banyak
mengatur perizinan usaha. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyusun dan
mengganti  Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 berupa peraturan
perundang-undangan - bidang perdagangan yang bersifat parsial, seperti
UndangUndang tentang Barang, Undang-Undang mengenai Pergudangan,
Undang-Undang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan, Undang-
Undang tentang Sistem Resi Gudang, dan Undang-Undang tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi. Oleh karena itu perlu dibentuk undang-undang yang
menyinkronkan seluruh dari peraturan perundang-undangan di bidang
perdagangan tersebut untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur serta
dalam menyikapi perkembangan situasi perdagangan pada era globalisasi.

Undang-Undang Perdagangan lahir disebabkan beberapa faktor. Dalam
konsideran/pembukaan  undang-undang  tersebut,  disebutkan  empat
pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Perdagangan, yaitu:*

a. Bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan juga
dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum  melalui
pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi,
keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
seperti amanat UUD 1945.

’Disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 7 tahun
2014 Tentang Perdagangan.
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b. Bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan

Perdagangan adalah  penggerak utama dalam  pembangunan
perekonomian nasional yang dapat memberi daya dukung dalam
meningkatkan produksi dan memeratakan pendapatan serta memperkuat

daya saing Produk Dalam Negeri.

. Bahwa peranan perdagangan sangat penting meningkatkan pembangunan

ekonomi, tetapi di dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan
untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan
keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dan
dukungan, serta pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi
serta usaha ~mikro, Kkecil, dan menengah sebagai pilar utama

pembangunan ekonomi nasional.

. Bahwa regulasi perundang-undangan bidang perdagangan mengharuskan

adanya harmonisasi ketentuan dalam bidang Perdagangan dalam
kerangka kesatuan ekonomi nasional yang berguna untuk menyikapi
perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan
masa depan.

Undang-Undang Perdagangan memuat beberapa ketentuan umum terkait

istilah-istilah yang diatur di dalamnya. Hal ini sebagaimana dapat dipahami

dalam Pasal 1 sebagai berikut:

1.

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang
dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan
tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan
atau kompensasi.

Perdagangan Dalam Negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk

Perdagangan Luar Negeri.
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. Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan
Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang
melampaui batas wilayah negara.

. Perdagangan Perbatasan adalah Perdagangan yang dilakukan oleh warga
negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia
dengan penduduk negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik
bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat
dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau
dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil
kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam
masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

. Produk Dalam Negeri adalah Barang yang dibuat dan/atau Jasa yang
dilakukan oleh Pelaku Usaha di Indonesia.

. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata
cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak
Pemerintah keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan
syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa
kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan,
memelihara, memberlakukan, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan

secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.

10. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar

yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan

pembinaan di bidang Standardisasi.

11. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak

langsung kepada konsumen.
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Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual,
baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi
Perdagangan.

Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka
dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai
Khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan
dan tidak untuk kebutuhan sendiri.

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia
atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum
yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
Daerah Pabean adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
meliputi ‘wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat
tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya
berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean.
Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang
melakukan Ekspor.

Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean.
Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang
melakukan Impor.

Promosi Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan,
memperkenalkan, dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi
Barang dan/atau Jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam
negeri maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk

meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan mencari hubungan dagang.
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Perwakilan RI di Luar Negeri adalah Perwakilan Diplomatik dan
Perwakilan Konsuler RI yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan
kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara
keseluruhan di negara penerima atau di organisasi internasional.
Kerja Sama Perdagangan Internasional adalah kegiatan Pemerintah untuk
memperjuangkan dan mengamankan kepentingan nasional melalui
hubungan Perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi
internasional.
Sistem Informasi Perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme
untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebar
luasan data dan/atau informasi Perdagangan yang terintegrasi dalam
mendukung kebijakan dan pengendalian Perdagangan.
Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksi
nya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
Komite Perdagangan Nasional adalah lembaga yang dibentuk untuk
mendukung percepatan pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan di bidang
Perdagangan.
Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Perdagangan.

Secara umum, Undang-Undang Perdagangan 122 Pasal, dan terdiri dari

19 BAB. Undnag-Undang Perdagangan ini disusun berdasarkan asas-asas:*

a. Kepentingan nasional

*pasal 2 Undang-Undang Perdagangan.
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o

Kepastian hukum
Adil dan sehat

Keamanan berusaha

o o

Akuntabel dan transparan
Kemandirian

Kemitraan

o «Q o

Kemanfaatan

. Kesederhanaan

J. Kebersamaan
k. Berwawasan lingkungan.
Selain asas dan tujuan, Undang-Undang Perdagangan juga memuar
ruang lingkup sebagai berikut:*
a. Perdagangan Dalam Negeri

(op

. Perdagangan Luar Negeri

Perdagangan Perbatasan

o o

Standardisasi
Perdagangan melalui Sistem Elektronik
Pelindungan dan pengamanan Perdagangan

Pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah

o Q o

Pengembangan Ekspor

. Kerja Sama Perdagangan Internasional

J. Sistem Informasi Perdagangan

k. Tugas dan wewenang Pemerintah di bidang Perdagangan
I. Komite Perdagangan Nasional

m. Pengawasan

n. Penyidikan

0. Jasa bisnis

p. Jasa distribusi

*pasal 4 Undang-Undang Perdagangan.
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g. Jasa komunikasi
r. Jasa pendidikan

s. Jasa lingkungan hidup

—

Jasa keuangan

u. Jasa konstruksi dan teknik terkait
Jasa kesehatan dan sosial

. Jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga
Jasa pariwisata
Jasa transportasi

N < X s <

Jasa lainnya.’

Undang-Undang Perdagangan mempunyai tujuan-tujuan tersendiri, yaitu
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan penggunaan
dan Perdagangan Produk dalam Negeri, meningkatkan kesempatan berusaha dan
menciptakan lapangan pekerjaan, kelancaran distribusi dan ketersediaan barang
kebutuhan pokok dan Barang penting, untuk meningkatkan fasilitas, sarana, dan
prasarana Perdagangan, dan meningkatkan kemitraan di antara usaha besar dan
koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Pemerintah dan swasta.’
Selain itu, Undang-Undang Perdagangan bertujuan untuk meningkatkan daya
saing dari produk dan usaha nasional, meningkatkan citra produk dalam negeri,
akses pasar dan ekspor nasional, meningkatkan perdagangan produk berbasis
ekonomi kreatif dan meningkatkan pelindungan konsumen, meningkatkan
penggunaan SNI, serta meningkatkan pelindungan sumber daya alam,

meningkatkan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.’

B. Mekanisme Penetapan Harga yang Dilakukan oleh Pemerintah dalam
UU No 7 Tahun 2014

*Pasal 4 Undang-Undang Perdagangan.
®pasal 3 Undang-Undang Perdagangan.
"Pasal 3 Undang-Undang Perdagangan.
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Konsep penetapan harga atau dikenal juga dengan intervensi pasar selalu
diarahkan pada penetapan harga oleh pemerintah terhadap suatu komuditas
harga barang. Pemerintah dalam keadaan tertentu diberi kewenangan untuk
menetapkan harga barang bila sangat diperlukan. Pengaturan pasar dapat
dilakukan dengan cara intervensi melalui regulasi.® Salah satu bentuk intervensi
pasar adalah dengan penetapan harga melalui legalitas hukum, mengacu kepada
peraturan peundangan yang berlaku, salah satunya diatur melalui Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang  Perdagangan = memberikan  kewenangan pada
pemerintah apabila sekaktu-waktu dan dalam keadaan tertentu ditemukan
adanya siklus harga yang tidak wajar, permainan harga dan ditemukannya
praktik monopoli, sehingga pemerintah diperkenankan bahkan berkewajiban
untuk menjamin stabilitas harga. Hal ini sebagaimana dipahami dari ketentuan
Pasal 26:

(1) Dalam kondisi tertentu yang dapat menganggu kegiatan Perdagangan
nasional, Pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi
harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting.

(2) Jaminan pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan
Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
menjaga keterjangkauan -harga di tingkat konsumen dan melindungi
pendapatan produsen.

(3) Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok
dan Barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan
stok dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor.

Penetapan kebijakan harga sebagaimana maksud ayat (3) adalah
pedoman pemerintah di dalam menetapkan harga di tingkat produsen dan harga
di tingkat konsumen.? Selain ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2) dan ayat (3) di atas,
pengaturan dan penetapan harga oleh pemerintah juga disebutkan dalam Pasal

93 huruf e, di mana salah satu tugas pemerintah di bidang pedagangan adalah

®Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, Edisi Revisi, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2015), him. 139.

*Disebutkan dalam penjelasan pasal demi pasal.
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mengendalikan stabilitas harga barang pokok vyaitu: “mengendalikan
ketersediaan, dan stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok
dan/atau Barang penting”. Pasal 93 sesungguhnya mempertegas kembali
ketentuan Pasal 26 sebelumnya, di mana pemerintah mempunyai kewenangan
dan kewajiban untuk menjaga harga barang dengan menetapkan batasan harga
agar supaya tidak merugikan pihak konsumen sekaligus pihak produsen (penjual
atau pembeli).

Melalui ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa mekanisme penetapan
harga yang dapat dilakukan oleh pemerintah seperti diatur dalam Undang-
Undang Perdagangan adalah ketika ada kondisi tertentu yang dapat menganggu
kegiatan perdagangan nasional. Hanya saja, Undang-Undang Perdagangan tidak
menyebut secara tegas bentuk dan kondisi yang menjadi penyebab pemerintah
bisa berupaya menetapkan standarisasi harga. Untuk itu, penjelasan lebih jauh
tentang regulasi penetapan standarisasi harga ini dilakukan melalui peraturan
menteri, ini seperti amanah Pasal 26 ayat (3) sebelumnya.

Ketentuan Pasal 26 ayat (3) yang memberikan amanah agar menteri
dapat menetapkan kebijakan harga memang tidak menyebutkan secara terang
dan tegas kementeriannya, apakah dalam kementerian perdagangan,
kementerian pertanian, kementerian perekonomian, dan kementerian lainnya.
Hanya saja, Undang-Undang Perdagangan ini mengkhususnya pada menteri
Perdagangan saja, seperti dipahami dari ketentangan Pasal 1 butir ke 28 yang
menyebutkan bahwa maksud: Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Perdagangan”. Oleh sebab itu, peraturan
standarisasi harga sebagaimana amanat Pasal 26 Ayat (3) di atas hanya diatur
oleh Menteri Perdagangan.

Sejuah penelusuran terhadap peraturan-praturan yang berkait erat dengan
pembatasan standarisasi harga, penulis menemukan setidaknya tiga Permendag

(Peraturan Menteri Perdagangan) yaitu sebagai berikut:
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a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Penetapan
Harga Eceran Tertinggi Beras

b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Ketersediaan Pasokan dan
Stabilisasi Harga

c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 7 tahun 2020
Tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan
Penjualan di Tingkat Konsumen.

Selain keempat peraturan menteri (Kementerian Perdagangan dan
Menteri Pertanian) di atas, terdapat juga beberapa peraturan menteri lain yang
mengatur mengenai - penentuan standarisasi harga satu komuditas barang
tertentu. Poin inti dalam konteks ini adalah, mekanisme penentuan harga suatu
barang yang diatur dalam Undang-Undang Perdagangan sebelumnya dilakukan
melalui mekanisme pelimpahan wewenang presiden kepada menteri-menterinya
yang membidangi perdagangan. Ini menunjukkan, bahwa proses dan mekanisme
penentuan standar harga suatu komuditas barang melalui pembentukan
peraturan menteri.

Ketetapan Undang-Undang Perdagangan tentang mekanisme penentuan
harga barang seperti tersebut sebelumnya selaras dengan sistem demokrasi yang
mengharuskan adanya distrubusi kekuasaan dan fungsi kekuasaan itu sendiri. Di
dalam konteks ini, dikeluarkannya beberapa peraturan menteri tentang
penentuan standarisasi harga barang merupakan amanah dari Undang-Undang
Pedagangan, sekaligus sebagai pengejawantahan tugas dan juga fungsi
kementerian itu sendiri, yaitu membantu presiden dalam menjalankan
pemerintahan sesuai dengan bidang kementeriannya masing-masing.*

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kedudukan kementerian berada di

dalam rumpun kekuasaan eksekutif yaitu pemerintah sebagai pembantu dari

OFajlurrahman Jurdi, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2019), him. 289.



44

pada presiden dalam menjalankan pemerintahan.' Untuk dapat menjalankan
Undang-Undang Perdagangan tersebut, maka menteri-menteri yang memiliki
kewenangan untuk mengatur dan menetapkan harga barang mempunyai andil
dalam membuat regulasi peraturan penetapan harga.

Mengacu kepada uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa mekanisme
penentuan harga barang oleh pemerintah di dalam Undang-Undang Perdagangan
adalah dilakukan hanya jika ada kondisi-kondisi tertentu seperti terjadinya harga
barang yang tidak seimbang di pasar, terjadinya praktik penimbunan dan praktik
monopoli sehingga dapat menimbulkan kegiatan perdagangan nasional menjadi
terganggu. Mekanisme selanjutnya adalah menteri-menteri terkait dapat
membuat regulasi dalam bentuk peraturan menteri tentang penentuan
standarisasi harga, hal ini dilakukan agar harga menjadi seimbang dengan
prinsip tidak merugikan pihak konsumen dan produsen.

C. Urgensi dan Konsekuensi dari Penetapan Harga yang Dilakukan oleh
Pemerintah

Penetapan harga oleh pemerintah merupakan salah satu bagian kecil
yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Terdapat banyak bagian-bagian lainnya seperti dapat dipahami dalam ruang
lingkup yang sudah disebutkan di bagian awal pembahasan ini. Meskipun
penetapan harga ini merupakan salah satu dari beberapa bagian dalam undang-
undang perdagangan, namun begitu, pada kenyataannya sangatlah penting.
Artinya, penentuan harga oleh pemerintah yang diatur di dalam Undang-Undang
No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memiliki urgensitas yang sangat besar
bagi pembangunan ekonomi nasioanl.

Urgensitas dari penetapan harga oleh pemerintah sebelumnya memiliki

hubungan erat dengan pembangunan nasional di bidang ekonomi, yang

YJimly Asshiddigie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cet. 9, (Jakarta: Rajawali
Pers 2017), him. 324.
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diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan
prinsip-prinsip  kebersamaan, efisiensi, adil, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian dan dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional seperti amanat UUD 1945. Atas dasar itu, penetapan
harga ini sangat terikat dan berpengaruh kepada cita-cita pembangunan ekonomi
masyarakat Indonesia pada tingkat nasional.

Bentuk nyata dari urgensitas dari penetapan harga ini adalah akan
mampu memberikan dampak dan konsekuensi kepada masyarakat sebagai
konsumen. Di tingkat produsen maupun distribusi, terkadang akan menekan
harga dengan relatif tinggi, sehingga akan berkonsekuensi di tingkat konsumen,
karena barang yang dibutuhkan masyarakat dibandrol dengan harga yang tinggi.
Maka dari itu, hal tersebut menjadikan peran pemerintah dalam menetapkan
batasan harga terhadap suatu komuditas barang mejadi sangat urgen.

Dilihat dari sudut pandang distribusi dan produksi barang, juga
terkadang akan membawa kepada kerugian hagi pihak-pihak selaku distributor
dan juga kepada produsennya, hal ini terjadi ketika jatuhnya harga-harga barang
yang ada di pasar. Misalnya, pedagang-pedagang akan rugi, termasuk juga para
petani yang menadi pihak produsen di bidang pertanian, nelayan, dan lainnya
juga akan terkena dampak dari anjloknya harga barang. Untuk itu, kondisi-
kondisi seperti ini justru tidak menguntungkan bagi sebagian pihak (selaku
produsen) dan juga tentunya akan menguntungkan kepada pihak lain (selaku
harga barang, dan langkah pemerintah dalam penetapan harga tersebut menjadi
sangat urgen.

Terhadap dua kemungkinan tersebut, baik tingginya harga barang
ataupun turunnya harga barang, maka dalam posisi ini, penetapan harga oleh
pemerintah sangat urgen, sebab akan berkonsekuensi kepada masarakat.
Langkah pemerintah yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang No.

7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam menetapkan harga termasuk dalam
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rangka mewujudkan dari sebagian tujuan ekonomi nasional. Sebab, perdagangan
adalah penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang
dapat memberi daya dukung dalam meningkatkan produksi dan memeratakan
pendapatan serta memperkuat daya saing. Di samping itu, penetapan harga dapat
meningkatkan pembangunan ekonomi nasional, dan secara strategi nasional
dapat menghadapi tantangan pembangunan nasional.

Merujuk kepada konsideran Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan sebelumnya, maka langkah-langkah yang dilakkan oleh
pemerintah dalam bidang ekonomi, termasuk di dalamnya kewenangan
menetapkan harga suatu komuditas barang adalah bagian dari keberpihakan
politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dan dukungan, serta
pengembangan ekonomi rakyat yang menjadi pilar utama pembangunan
ekonomi nasional.

Mengacu kepada uraian di atas, maka dapat dipahami kembali bahwa
penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah melalui amanah Undang-
Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memiliki urgensitas bagi
pengembangan dan pembangunan ekonomi nasional. Adapun konsekuensinya
adalah dapat menjaga stabilitas harga barang yang beredar di pasar, sehingga
tidak merugikan pihak masyarakat selaku produsen (pedagang) dan masyarakat

selaku konsumen.

D. Tinjauan Siyasah Syar’iyyah atas Penetapan Harga yang Dilakukan
Pemerintah dalam UU No 7 Tahun 2014

Dalam tinjauan siyasah al-syar’iyyah (politik yang berlandaskan nilai
dan prinsip-prinsip ajaran Islam), penetapan harga yang dilakukan oleh
pemerintah di dalam Undang-Undang Perdagangan tidak dapat dilepaskan dari
analisis terhadap pandangan para ulama, karena untuk melihat sejaun mana
kesesuaian penentuan harga oleh pemerintah dalam tinjauan siyasah syar’iyyah,
maka yang perlu dilihat adalah pandangan-pandangan ulama (fugaha) yang

terkait dengan penentuan dan intervensi harga oleh pemerintah, di samping juga



47

melihat dan menganalisis dalil-dalil yang umum digunakan untuk masalah
penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah (al-zas ir al-jabari) tersebut.

Pada bab terdahulu, sedikitnya telah disinggung beberapa pendapat
ulama mengenai penentuan harga oleh pemerintah. Dari hasil pembahasan,
dapat ditarik satu poin bahwa ulama masih berbeda dalam melihat keberlakukan
pemerintah di dalam menentukan harga barang. Mengenai hal ini, Muhammad
Abu al-Huda al-Ya’qubi al-Hasani sudah mengulasnya dengan relatif cukup
baik, khususnya peta pendapat empat mazhab. la menyatakan, dalam pandangan
mazhab Hanafi, tas 7 atau penentuan harga oleh pemerintah itu dilarang dalam
agama Islam. Menurut pandangan mazhab Maliki, ada dua riwayat, riwayat
pertama melarang penentuan harga, dan riwayat kedua membolehkannya dengan
syarat-syarat yang jelas serta terperinci. Menurut mazhab al-Syafi’1, pembatasan
harga oleh pemerintah haram dilakukan dalam kondisi apapun. Sementara itu
dalam mazhab Hanbali juga sama seperti pandangan mazhab al-Syafi’i bahwa
penentuan harga oleh pemerintah (al-fas’ir al-jabari) dilarang dan
diharamkan.*2

Dalam konteks ini, penulis tidak sedang ingin membahas lebih jauh
terkait perbedaan pandangan ulama. Yang ingin disoroti adalah sejaun mana
penentuan harga oleh pemerintah dalam Undang-Undang Perdagangan diakui
atau sekurang-kurangnya diterima di dalam tinjauan siyasah syar’iyyah.
Penentuan harga barang di pasar (tas’ir al-jabari), pemerintah secara hukum
memang memiliki semacam authority atau otoritas (kewenangan) dalam
mengatur dan mengurus rakyatnya di dalam kerangka bangun menciptakan
nilai-nilai positif yang diterima oleh rakyat. Maknanya bahwa, apapun yang
menjadi kebijakan penguasa, keputusan hakim, atau regulasi yang dibuat oleh

pemerintah harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan

12Muharnmad Abt al-Huda al-Ya’qabi al-Hasani, Apkam al-Tas i fi al-Figh al-Islami,
(Beirut: Dar al-Basya’ir al-Islamiyyah, 2000), him. 69-95.
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kemaslahatan rakyatnya. Kaidah yang umum digunakan dalam konteks ini
adalah:

A jia e Bl G sl A jia | AAladll hasia e B e alay! o fial :'

13 e\ | IR RA(

Al Ge o ddl

Kebijakan imam (penguasa, hakim, atau pemerintah) terhadap rakyatnya

haruslah mempertimbangkan sisi-sisi kemaslahatan™'*.. Kedudukan

imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak
yatim.

Kaidah di atas cukup umum dan familiar ditemukan di dalam kitab-kitab
hukum tata negara atau sivasah syar’iypah.*> Melalu kaidah fighiyyah tersebut,
maka dapat dipahami bahwa kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah atas
rakyatnya—dalam konteks ini termasuk kebijakan menetapkan standarisasi
harga barang oleh pemerintah kepada para pedagang di pasar—harus
disandarkan pada tujuan untuk kemaslahatan rakyat. Sebab posisi dan
kedudukan pemimpin dengan rakyat dipersamakan posisinya antara seorang
wali dengan anak yatim yaitu harus diperhatikan dan diurus secara baik demi
sebesar-besarnya untuk kepentingan si anak yatim itu. Untuk konteks kebijakan
harga, harus dilakukan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Undang-Undang Perdagangan sebagaimana dipahami dari ketetapan
Pasal 26 sebelumnya, maka tergambar bahwa penetapan standarisasi harga
barang tidak dilakukan pemerintah di dalam kondisi di mana harga barang
normal. Yang diatur justru ketika dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti
terjadinya praktik monopoli dan penimbunan barang, atau terjadinya permainan
harga yang tidak sehat, maka kondisi ini menjadi alasan yang legal bagi

pemerintah untuk menetapkan batasan harga barang yang standar. Pembatasan

Blalaluddin al-Suyati, al-Asybah wa al-Naza'ir fi Qawa'id wa Furi’ Figh al-
Syafi’iyyah, Jilid 2, (Riyadh: Maktabah al-Nuzul, 1997), him. 202.

“Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cet 2
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), him. 93.

B ihat misalnya dalam, Yusuf al-Qardawi, Siyasah al-Syar’iyyah f& Dau’ al-Nusis al-
Syart’ah wa Magqasiduha, (Terj: Fuad Syaifuddin Nur), Cet. 1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar,
2019) him. 93.



49

harga barang sedapat mugkin dilakukan dengan tidak merugikan pihak
konsumen sebab terlalu mahal dan pihak produsen sebab terlalu murah.

Pertimbangan timbulnya bahaya ketika tidak dilakukan pembatasan
harga oleh pemerintah sebagaimana amanah Undang-Undang Pedagangan ialah
bagian dari upaya untuk menciptakan kemaslahatan. Kaidah fikih di atas dapat
dijadikan dasar hukum, sehingga pembatasan penetapan harga oleh pemerintah
sama sekali tidak bertentangan dengan tinjauan siyasah syar’iyyah, bahkan
sekaliknya boleh dikatakan sesuai dengan tintutan politik (siyasah) untuk
mengatur dan menggapai kemaslahatan rakyat.

Dalam keadaan tertentu, di mana pedagang melakukan praktik siyasah
al-ighraq atau banting harga (dumping), maka pemerintah dapat masuk untuk
ikut mengintervensi praktik tersebut untuk sesegera mungkin dihentikan sebab
praktik banting harga berakibat besar pada timbulnya persaingan yang tidak
sehat serta mengacaukan stabilitas harga pasar.’® Dalam kaitan ini, sangat
menarik apa yang dikemukakan oleh Sa’id ‘Abd al-‘Azim di dalam salah satu
ulasannya sebagai berikut:

Bagi pemerintah harus menetapkan harga standar barang yang
dibutuhkan oleh rakyatnya, jika kebijakan harga dapat memaksa para
pedagang agar tetap melakukan transaksi jual beli dengan harga standar
dan melarang mereka untuk melakukan hal-hal yang diharamkan dengan
mengambil harga lebih atau tambahan. Penetapan harga ini dilakukan
jika pemilik barang menolak untuk menjualnya kecuali dengan harga
yang lebih tinggi, sementara di satu sisi orang-orang Sangat
membutuhkannya. Bagi orang yang mengetahui ada pedagang yang
menjual barang dengan harga yang tinggi melebihi harga standar yang
telah ditentukan, ia harus melaporkan hal ini kepada pemerintah, juga
harus melaporkan orang yang menimbun pangan kaum muslimin dan
barang-barang kebutuhan pokok mereka.'’

16Fakhry Zamzam & Havis Aravik, Perekonomian Islam: Sejarah & Pemikiran,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), him. 137.

Sa’id ‘Abd al-‘Azim, Akhta’ Syai’ah fr al-Buyi’ wa Hukm Ba’d Mu’amalat al-
Hamah, (Terj: Iman Furdaus), Edisi Pertama, (Jakarta: Qisthi Press, 2008), him. 198.
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Tinjauan siyasah syar’iyyah atas penentuan harga barang oleh
pemerintah dalam Undang-Undang Perdagangan dapat mengacu kepada
pertimbangan kaidah mashlahah. Jika ditelusuri lebih jauh, para ulama fikih,
khususnya yang berafiliasi dalam mazhab Maliki membolehkan pemerintah ikut
mengintervensi pasar untuk menentukan harga barang (al tas’ir al-jabari) juga
mengacu kepada pertimbangan kemaslahatan (mashlahah). Landasan
pertimbangan mashlahah ini berawal dari kaidah di mana ketika ada mudharrah
dan mashlahah, maka madharrah tersebut harus dihilangkan dan kemaslahatan
harus dicapai. Menyangkut keadaan-keadaan darurat ini, Rasulullah SAW
sesungguhnya sudah menyebutkannya dalam salah satu hadis, yang kemudian
oleh ulama dikembangkan ke dalam ragam bentuk dan jenis kaidah fikih.

Adapun riwayat hadis tersebut adalah sebagai berikut:

dwgu\u‘ucaf)w‘@mw;ﬁucdhuf—@aawh

)\FYJJFYJ\&{J&:)M&: 41!\&..441\\
Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Amru bin Yahya Al
Muzani dari Bapaknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh
membuat kemudharatan kepada diri sendiri dan membuat kemudharatan
pada orang lain. (HR. Malik).

Riwayat hadis tersebut tegas menyebutkan bahwa ada larangan
Rasulullah Saw terhadap tindakan memudharatkan diri sendiri dan orang lain.
Dalam kasus penentuan harga ini, bisa jadi kondisi harga suatu barang memang
dimainkan oleh oknum-oknum pedagang, melakukan praktik penimbunan dan
monopoli sehingga terjadi kelangkaan barang dan harganya tentu melambung
tinggi. Kondisi ini ialah bagian dari memudharatkan orang lain (konsumen).
Atas dasar itu, pemerintah di sini harus mengintervensi pasar dan menetapkan
harga barang sesuai dengan nilai standar harga yang mampu dijangkau oleh
konsumen. Riwayat hadis tersebut kemudian membentuk beberapa kaidah fikih

yang dirumuskan oleh para ulama, di antaranya sebagai berikut:

¥Imam Malik bin Anas, Al-Muwarta’ li Imam al-A’immah wa ‘Alim al-Madinah,
(Kairo: Dar al-Hadis, 1992), him. 446-447.
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J o o _nall

Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan.

Auldall ¢ g3 CJLAA\ ls

Mengambil (menarik) kemaslahatan dan menolak kerusakan.

S 53y pdyy ) il

Kemudharatan harus dicegah sedapat mungkin.

Al o Cil€ ke 3 g yuall A jia J 5% dalall

Kebutuhan itu ditempatkan pada tempat yang darurat, baik kebutuhan itu

bersifat umum atau kKhusus.

Kaidah-kaidah di atas dikutip dalam penjelasan Duski Ibrahim.*® Melalui
beberapa kaidah tersebut, maka pemerintah dalam perspektif siyasah syar’iyyah
memiliki wewenang di dalam menciptakan kemaslahatan dan menolak
kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Salah satu upaya untuk
menggapai nilai mashlahat tersebut adalah dengan membuat kebijakan-
kebijakan hukum (legal policy), salah satunya adalah melalui pembatasan
standarisasi harga sebagaimana yang diatur secara relatif cukup baik oleh
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Dalam konteks pelimpahan kewenangan dari pemerintah (presiden) pada
menteri-menterinya untuk membuat regulasi penetapan standarisasi harga
seperti diatur dalam Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Perdagangan terdahulu,
ini juga sesuai dengan konsep siyasah syar’iyyah. Dalam perspektif
pemerintahan politik Islam, menteri atau disebut dengan wazir, memang
bertugas dan berfungsi untuk membantu khalifah (dalam konteks ini
dipersamakan dengan presiden) mengurus pemasalahan yang sesuai dengan
bidangnya masing-masing.?’ Atas dasar itu, jika Undang-Undang Perdagangan

Duski Ibrahim, Qawa'id al-Fighiyyah: Kaidah-Kaidah Fikih, (Palembang: Noer Fikri,
2019), him. 89.

®lmam al-Mawardi, Akkam al-Sultaniyyah, (Terj; Khalifurrahman Fath &
Faturrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), him. 44-55.
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mengamanahkan kepada menteri untuk membuat suatu regulasi mengatur
standarisasi harga saat ada kondisi-kondisi tertentu maka dalam pandangan
siyasah syar’iyyah dibenarkan, bahkan sesuai dan diwajibkan di dalam tinjauan

siyasah syar’iyyah. Sebab dasarnya adalah untuk kemaslahatan rakyat.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu maka dapat
disimpulkan sebagai berikut

1. Mekanisme penetapan harga oleh pemerintah dalam UU Nomor 7 tahun 2014
tentang Perdagangan dilakukan pada saat ditemukan kondisi-kondisi tertentu
seperti terjadi praktik permainan/banting harga (dumping), kemudian praktik
penimbunan atau monopoli sehingga membuat harga tidak stabil.
Berdasarkan Pasal 26, pemerintah berwenang dan berkewajiban menetapkan
standarisasi harga pasar, yaitu dengan mekanisme penerbitan Peraturan-
Peraturan Menteri Perdagangan tentang standarisasi harga pasar. Undang-
Undang Perdagangan memberikan pelimpahan wewenang dalam bentuk
mandat pada menteri untuk mengatur standar harga pada waktu ditemukan
keadaan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 26.

2. Dilihat dari segi urgensitas dan konsekuensi penetapan harga barang, maka
penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah melalui amanah Undang-
Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memiliki urgensitas bagi
pengembangan dan pembangunan ekonomi nasional. Adapun konsekuensinya
adalah dapat menjaga stabilitas harga barang yang beredar di pasar, sehingga
tidak merugikan pihak masyarakat selaku produsen (pedagang) dan
masyarakat selaku konsumen.

3. Penetapan harga yang dilakukan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 7
tahun 2014 tentang Perdagangan sudah sesuai dengan siyasah syar’iyyah atau
politik Islam. Tinjauan siyasah syar’iyyah atas penentuan harga barang oleh
pemerintah dalam Undang-Undang Perdagangan mengacu pada pertimbangan
kaidah mashlahah. Pemerintah dalam perspektif siyasah syar’iyyah memiliki
kewenangan di dalam menciptakan kemaslahatan dan menolak kerusakan

yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pemeirntah memiliki wewenang
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membuat kebijakan-kebijakan hukum (legal policy) yang mendatangkan
kemaslahatan. Konteks pelimpahan kewenangan atau mandat dari pemerintah
(presiden) pada Menteri Perdagangan untuk membuat regulasi penetapan
standarisasi harga seperti diatur di dalam Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang
Perdagangan sesuai dengan konsep siyasah syar’iyyah, sebab tugas dan
fungsi menteri (al-wizarah) memang untuk membantu presiden mengurus

pemasalahan yang sesuai dengan bidangnya.

B. Saran
Berdasarkan permasalahan dan temuan penelitian ini maka bisa diberikan
beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia bersama-sama lembaga legislatif perlu membentuk
suatu peraturan perundangan-undangan yang khusus mengatur tentang
standarisasi harga mulai dari faktor-faktor dilakukannya standarisasi, asas-
asas standarisasi dan juga prinsip-prinsip umum, serta beberapa permasalahan
terkait lainnya. Hal ini dilakukan agar memudahkan pemerintah di dalam
mengintervensi pasar yang melakukan persaiangan usaha tidak sehat dan
mempermainkan harga.

2. Pemerintah juga perlu membentuk dan atau memaksimalkan fungsi lembaga
pengawas di dalam mengawasi stabilitas harga di tengah-tengah masyarakat.
Hal ini dilakukan agar harga-harga komuditas barang tetap terjaga dan tidak

menimbulkan kerugian di berbagai pihak.
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